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P U T U S A N 

Nomor 5427/Pdt.G/2020/PA.Sor 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
 

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam sidang Majelis Hakim 

telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara: 

Fitria Sari binti Dana, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, 

pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Kampung 

Sirnagalih RT.02 RW.08 Desa Karyalaksana Kecamatan Ibun 

Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut 

Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad 

Yusup, S.H, advokat yang berkantor di Jl. Foker Tengah III 

No.8 RT 004 RW 023 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi 

Selatan Kota Cimahi, berdomisili elektronik di 

akhmadyusup62@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tanggal 19 Agustus 2020 yang telah terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register 

Kuasa Nomor 1633/Adv/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020; 

melawan 

Zaenal bin Tabroni, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

Buruh Harian Lepas, alamat di rumah Bapak Rudi Budiman di 

Kampung/Jalan Pelangi RT.001 RW.002 Desa Sukamukti 

Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Desa Sukamukti, 

Majalaya, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut 

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka 

sidang; 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 

2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, 

Nomor 5427/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 28 Agustus 2020 pada pokoknya 

mengajukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa pada  tanggal 7 Oktober    2013  Peggugat telah melangsungkan 

perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai pencatat Nikah pada 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya        Kabupaten 

Bandung     sebagaimana Kutipan  Akta Nikah nomor 1148/16/1/7/2013 

,tanggal  7 Oktober 201 

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat  tinggal terakhir dirumah 

kediaman bersama di,  Kampung Sirnagalih  ,RT 02,RW 08, Desa 

Karyalakasana         Kecamatan Ibun    Kabupaten  Bandung; semula 

kehidupan rumah tangga  penggugat  dan tergugat  berjalan rukun damai 

dan bahagia sesuai dengan maksud dan tujuan  perkawinan tersebut,dan 

telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba,da 

dukhul)  sehingga     dalam rumah tangganya  terzsebut telah  dikaruniai se 

orang anak yaitu : 

- Dafit Muhammad Ramdan , laki-laki, 12 tahun  

3. Bahwa  kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah 

sejak   awal Juli  2015        2019  dengan ditandai timbulnya 

perselisihan yang berujung pada pertengkaran yang disebabkan oleh 

karena Tergugat :   

- Sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga 

- Tidak bertanggung jawab  terhadap kebutuhan rumah tangga 

4. Bahwa demi keutuhan ikatan tali perkawinan Penggugat  dan Tergugat, 

penggugat  mencoba bersabar  dan dengan memberikan saran agar 

Tergugat  merubah kelakuannya, akan tetapi  tidak diindahkan oleh 

Tergugat  sehingga berakibat terjadi pertengkaran dan yang puncaknya 

tepatnya pada akhir bulan  Agustus    2015    yang berakibat antara 

Penggugat dengan Tergugat  sudah pisah ranjang   dalam satu tempat 

Disclaimer
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kediaman bersama dan sejak itu pula sudah tidak melakukan hubungan 

suami istri sampai sekarang;  

5. Bahwa setelah Penggugat  merenung dan Penggugat  akhirnya mengambil 

keputusan bahwa lebih baik kehidupan rumah tangga antara 

Penggugat  dengan Tergugat  diakhiri dengan jalan cerai dengan putusan 

Pengadilan Agama  Soreang dengan berdasarkan apa yang telah diuraikan 

diatas, maka dengan ini penggugat  memohon kepada Ketua Pengadilan 

Agama Soreang Cq Majjelis Hakim, untuk memanggil Penggugat  dan 

Tergugat  agar hadir dimuka persidangan dengan memeriksa dan 

menjatuhkan putusan sebagai berikut  

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan 

Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, 

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: 

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya 

2. Menjatuhkan talaq satu bain suhgro dari Tergugat ( Zaenal  Bin Tabroni ) 

kepada Penggugat(  Fitria Sari binti  Dana  ) 

3. Menetapkan biaya ,menurut hukum 

Atau jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon keadilan yang 

seadil-adilnya 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa 

Hukumnya telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir 

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang 

sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 

5427/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 07 September 2020 dan tanggal 17 

September 2020 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil 

secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan 

oleh suatu alasan yang sah; 

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali 

dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya 

untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai 
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pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap 

dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat bukti berupa:  

A. Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1148/16/1/7/2013 tanggal 

07 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA 

Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi 

meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang 

ternyata sesuai, diberi tanda P; 

B. Saksi: 

1. Tini Kartini binti Adang, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah 

tangga, alamat Kampung Sirna Galih RT 002 RW 008 Desa Karya Laksana 

Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung, di bawah sumpah sesuai dengan 

agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: 

 Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat; 

 Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia bernama Zaenal bin Tabroni; 

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung 

Sirnagalih RT 02 RW 08 Desa Karyalakasana Kecamatan Ibun 

Kabupaten Bandung; 

 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan 

harmonis, namun sejak awal Juli 2015 mulai tidak harmonis lagi karena 

antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam 

hal nafkah Penggugat; 

 Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan 

Tergugat bertengkar; 

 Bahwa  Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 

(lima) tahun lalu sampai sekarang; 

 Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan 

Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai 

dengan Tergugat; 
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2. Rohman bin Rukman, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, 

alamat Kampung Sirna Galih RT 002 RW 008 Desa Karya Laksana 

Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung, di bawah sumpah secara Islam 

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: 

 Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat; 

 Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia bernama Zaenal bin Tabroni; 

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung 

Sirnagalih RT 02 RW 08 Desa Karyalakasana Kecamatan Ibun 

Kabupaten Bandung; 

 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan 

harmonis, akan tetapi sejak awal Juli 2015 mulai tidak harmonis lagi 

karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam 

hal nafkah Penggugat; 

 Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan 

Tergugat bertengkar; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) 

tahun lalu hingga sekarang; 

 Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan 

Tergugat namun tidak berhasil; 

 Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada 

gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal 

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat 

telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak 

pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, 

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat 

tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah; 

Disclaimer
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Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat dianggap cukup 

dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); 

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat 

kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, 

maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai 

dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 

1 Tahun 2016; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, 

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim tetap 

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;  

Menimbang, bahwa bukti surat (P) merupakan asli dari suatu akta 

autentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang 

serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai 

dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jis. Pasal 2 Ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena 

itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat 

formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;  

Menimbang bahwa alat bukti P menunjukkan Penggugat dan Tergugat 

telah terikat sebagai suami istri dan belum bercerai sampai sekarang, oleh 

karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan 

pernikahan pada 7 Oktober 2012 telah terbukti; 

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat 

sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah 

sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan 
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ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua Saksi tersebut dapat 

didengar keterangannya; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat 

mengenai: a) sejak awal Juli 2015 sering terjadi pertengkaran antara 

Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab 

dalam hal nafkah Penggugat; b) antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 

tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun lalu sampai sekarang; dan c) sudah adanya 

usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, 

berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat 

beralasan karena kedua saksi adalah ibu kandung Penggugat dan sepupu 

Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara 

satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 

172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan 

dapat dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap 

pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan 

dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta 

sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut 

ketentuan agama Islam; 

2. Bahwa sejak awal Juli 2015, Penggugat dan Tergugat sudah sering 

bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah 

Penggugat; 

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) 

tahun lalu sampai sekarang; 

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk dirukunkan kembali 

namun tidak berhasil; 

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara 

Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh 

karenanya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa 

dan diadili di Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Soreang;  
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Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran 

antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan keduanya pisah tempat 

tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut 

dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak 

dan pecah;  

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan 

dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang 

merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang 

demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada 

mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) 

undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang 

diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, 

sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar’atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni 

halaman 100 serta kaedah fiqih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut : 

هاولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتا ف       

                     فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذ ين الزوجين

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan 

dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah 

sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan 

hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara 

suami isteri“; 

 د رأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil  

maslahat”. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan 

di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud 

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan 
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ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 gugatan 

Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat 

terhadap Penggugat, dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

datang menghadap di persidangan, tidak hadir;   

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;   

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Zaenal bin Tabroni) 

terhadap Penggugat (Fitria Sari binti Dana);   

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp316.000,00 

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);   

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim 

pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 

25 Safar 1442 Hijriah, oleh Kami Noor Faiz, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, 

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. dan Hary Candra, S.H.I. masing-masing 

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh  Majelis Hakim 

tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu  

Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta 

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

 

Hakim Anggota I, 

 

 

 

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. 

 

 

Ketua Majelis, 

 

 

 

Noor Faiz, S.H.I., M.H. 
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Hakim Anggota II, 

 

 

 

Hary Candra, S.H.I. 

 Panitera Pengganti, 

 

 

Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H. 

Perincian biaya perkara:  

1. PNBP    

 - Pendaftaran : Rp. 30.000,00 

 - Relaas Panggilan I : Rp. 20.000,00 

 - Redaksi : Rp. 10.000,00 

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00 

3. Panggilan : Rp. 200.000,00 

4. Materai : Rp. 6.000.00 

 Jumlah : Rp. 316.000,00 

(tiga ratus enam belas ribu rupiah) 
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